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PETA SUARA DPRD JAWA TENGAH DARI PEMILU KE PEMILU
(Voting Map of The Central Java Local Parliament Election to Election)

Oleh: Ari Pradhanawati

KRISIS era globalisasi yang saat ini melanda
di segala sisi kehidupan masyarakat tidak bisa
dihindari dan hampir dirasakan akibatnya
diseluruh diseluruh jagad bumi ini. Namun, krisis
tersebut tidak menyurutkan kita dalam
berdemokrasi terutama dalam penyclenggaraan
Pemilu Legislatif (Pileg) 9 Aprl 2009 yang
kegiatan kampanyenya sudah dimulai s¢jak bulan
Juli 2008 dan mulai semarak setelah Mahkamah
Konstitusi (MK) membatalkan pasal 214 UU
Nomor 10 tahun 2008, bahwa penctapan calon
terpilih tidak berdasarkan nomor urut (etapi
berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Sejak saat itulah, iklan politik yang dilakukan
para calon anggota legislatif (caleg) semakin
gencar dilakukan untuk menjaring preferensi
publik dan iklan politik menjadi primadona atau
lahan yang cubur bagi bisnis periklanan. Bahkan
riset AC Nielsen menunjukkan, dana iklan pohtik
tahun 2008 mencapai Rp. 2,208 triliun atan
meningkat sebesar 66 % jika dibandingkan tahun
2007 yng hanya mencapai Rp. 1,327 triliun.
Belanja politik tersebut belum termasuk untuk
kegiatan kampanye di media cetak (koran dan
majalah), media clektronik (televisi dan radio)
termasuk untuk membantu konstituen dalam
bentuk natura (sembako, uang saku, makan,
minum, dll). Dengan demikian Pemilu 2009
ternyata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,
khususnya pergerakan ekonomi di sektor riil atan
dengan makna lain sumbangan terhadap
pertumbuhan ekonomi 2009 cukup berarti.

Gencarnya iklan yang dilakukan para caleg
ternyata tidak diikuti dengan penyelenggaraan
pemilu yang berkualitas bahkan cenderung
menjadi karut marut karena Komisi Pemilihan
Umum (KPU) tidak bekerja secara profesional.
Meminjam istilah Anas Urbaningrum (2004:12),
KPU itu merupakan sebuah institusi yang sangat
penting dalam konteks perubahan politik di cra
multi partai, schingga menjadi wajar jika
masyarkat berharap kepada KPU untuk
memanggul dan menjadi kompas menuju
demokratisasi yang schat.

Jika ditelisik lebih lanjut, penyelenggaraan
Pileg 2009 dapat dikatakan legitimasinya sangat
rendah dibandingkanPileg 2004 | bahkan paling
rendah mutunya dibandingkan Pileg 1999. Bukt
empirisnya, banyak pemilih yang tidak terdaftar
bahkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
semakinblunder karena tidak ada satupun lembaga
(DPR, Depdagri dan KPU) yang mau bertanggung
jwab schingga menyebabkan banyak pemilih
terpaksa menjadi golput (golongan luput) secara
administratif. Termasuk jadwal kampanye terbuka
berubah sampai empat kali, schingga
membinggungkan parpol dalam penjadwal ulang
dan menimbulkan kecurigaan bahwa KPU hanya
mengguntungkan parpol tertentu. Tertukarnya
surat suara antar dacrah pemilih (dapil) termasuk
msalah yang krusial dan KPU justru mengambil
tindakan yang melanggar hukum, yaitu jika surat
suara yang tertukar itu dicentang mka dianggap sah
dan suaranya diberikan parpol. Hal ini jelas
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bertentangan dengan prinsip suara terbanyak
karena setiap dapil mempunyai surat suara sendiri
yang terdini dari gambar porpol, nomor urut dan
nama caleg, tentu ini sangat merugikan suara
caleg. Dalam ksus ini KPU sudah melanggar UU
no. 10/2008 Pasal 288 karena dengan sengaja
melakukan perbuatan vang menyebabkan suara
scorang pemilih menjadi tidak bernilai.

Tidak adanya bimbingan teknis dan simulasi
mengenai tata cara perhitungan sunara di tingkat
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) sehingga perhitungan suara menjadi kacau
dan lambat. Kondisi ini diperpoarah oleh sumber
daya manusia) dan skill dari KPPS sangat minim
dan sulit menterjemahkan angka-angka yang harus
dimasukkan dalam berita acara pemungutan dan
perhitungan suara untuk DPR, DPD. DPRD
provinsi DPRD kabupaten/kota. Hal ini juga
diperkuatkan dengan dihapusnya penghitungan
suara ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
desa/kelurahan. Implikasi dari lambannya
penghitungan suara juga diwarnai berbagai
macam kecurangan sehingga muncul
ketidakpuasan dari parpol dan caleg.
Pengumuman diperoleh suara dan kursi secara
nasional pada tanggal 9 mei 2009, hanya
dibacakan saja tanpa ada juridiformal berupa
keputusan KPU dan berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan suara per provinsi per dapil. Bahkan
minus enam kecamatan di kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara yang msih melakukan
penghitungan suara ulang dan papua yang data
rekapitulasinya berbeda antar data KPU dengan
saksi. Bahkan saksi pun juga tidak menerima
catatan pelaksanaan hsil penghitungan.

Implikasi dari karut maminya Pileg 2009
menjadi salah satu penyebab jumlah pemilih yang
tidak menggunakan hak pilihnya sebesar
49.677.076 (29.01%) lebih besar dibandingkan
Pileg 2004 sebesar 23.3580.030 (15,93%). Imi
dikarenakan banyak pemilih yang terdaftar dalam
DPT tetapi tidak berada ditempat/berada ditempat
lain atau banyak pemilih yang tidak mau/tidak bisa
mengurus formulir A5 untuk pindah TPS.
Sedangkan jumlah surat suara tidak sah sebesar
17.488.581 (14.38%) lebih besar dibandingkan
Pileg 2004 yang hanya sebesar 10.957.925
(8,81%), ini menandakan bahwa sosialisasi teknis
tata cara pemberian suara yang dilakukan olch
KPU kurang maksiamal. Kondisi terscbut jika
dikaitkan dengan pendapat Sundhaussen (dalam
Anas Urbaningrum), 2004: 18) tentu bertentangan
karena menurut Sundhaussen demokrasi sebagai
sistem politik memiliki kriteria

(1) dijaminnya hak setiap warga negara uniuk
memilih dan dipilih dalam Pemilu yang
diadakan secara berkala

(2) setiap warga negara berhak mendapatkan
informasi yang akurat.

Terlepas dari karut marutnya
penyelenggaraan Pemilu 2009 yang unpredictable
procedures and unpredictable result, maka hasil
permilu tersebut harus diterima dalam kondisi apa
adanya dan tentu jauh dari profesionalitas. Dengan
demikian, untuk melihat hasil pemilu khususnya di
jawa tengah, maka diperlukan sebuah kajian yang
komprehensif untuk melihat peta suara parpol
yvang berhasil mendpatkan kursi di DPRD Jawa
tengah dalam tiga kali pemilu, karena konstelasi
politiknya dari pemilu ke pemilu selalu ada
perubahan. baik perubahan dalam perolehan suara
maupun dalam perolehan kursi termasuk
perubahan jumlah parpol. Kondisi yang demikian
dapat menvebabkan pula perubahan Konstelasi
politik dalam pemilihan gubernur dan wakil
gubernur di amsa yang akan datang. Hal itu sejlan
dengan pemikiran W.F Ogburn (1986) bahwa
perubahan disatu pihak akan menycbabkan
perubahan di pihak lain.

Kajian ini akan menganalisis sejauhmana
peta suara DPRD Jawa Tengah dari pemilu ke
Pemilu ?

Pemilu 2009 yang diikuti 44 parpol yang
terdiri dari 14 parpol baru yang baru pertama kali
menjadi peserta Pemilu 2009 dan 17 parpol peserta
Pemilu 2004 yang tidak lolos ambang batas suara
(clectoral threshold) dan sisanya 7 parpol yang
sudah lolos clectoral threshold, menunjukkan hasil
semakin menguatnya dominasi parpol yang
beraliran nasionalis khususnya di Jawa Tengah.
Dari tiga kali pemilu (lihat Tabel 1, 2 dan 4) PDI
Perjuangan (PDIP) masuh bertahan di urutan
pertama dan menjadi lumbung subur sejak Pemilu
1999, tetapi perolehan suaranya mulai tergerus
seiring dengan bertambahnya parpol-parpol baru,
baik vang beraliran nasionalis maupun yang
berhaluan Islam serta naiknya popularitas parpol
baru lainnya.

Untuk melihat kekuatan dan peta perolehan
suara dan masing-masing parpol peserta pemilu di
tiga kali Pemilu Legislatif 1999, 2004 dan 2009
dapat dijelaskan melalui Tabel berikut ini.
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Tabel 1
Perolehan Suara & Kursi DPRD Jateng
Pemilu 1999

POIP (7.352 258 suara = 38 kursi) |
PXB (1.968 641 suara = 16 kurs])
PG (2283 752 suara = 12 kursi)
PPP (1.503 584 suara = 10 kurs))

1.14%
i
PAN (1.176.575 suara = 6 kurs) S 6 83%
1
PEB (150,148 suara = 1 kurs)) J 085%

PK (136585 suara = 1 kurs) | 080%
: PKP (%6.840 suara = 1 kurs) B0.57%
'mumu“a- [B4.754 suara = 1 kurs) §0.52%

3\1 rord Marhaenis (81 470 suara = 1lars) J0.51% I

Sumber Data sekunder, diolah, 2009.

Perolehan Suara dan Kursi DPRD Jawa
Tengah pada Pemilu 1999 dengan provinsi sebagai
daerah pemilihan (35 kabupaten/kota) dapat
digambarkan sebagai berikut, jumlah pemilih
dalam DPT sebanyak 18.720.597 orang, jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak
17.663.274 (94,35%) dan jumlah suara sah
17.189.225 (97.32%), ada 10 parpol yang
memperoleh kursi dari 48 parpol peserta pemilu
(PDIP, PKB, P.Golkar, PPP, PAN, PBB, PK, PKP,
PNI Massa Marhaen dan PNI Front
Marhaenisme).

Pemilu 1999 merupakan era reformasi danera
kebangkitan PDIP schingga sangat wajar jika
PDIP mendominasi kursi dewan sebesar 39 kursi
(42.47%) disusul PKB dengan 16 kursi (17,29%).
Sedangkan Partai Golkar harus mengakui
keunggulan PDIP dan PKB dengan memperoleh
12 kursi (13.35%). Partai Golkar sekalipun sedang
terpuruk tetapi perolehan suaranya berada di tiga
besar, disusul oleh PPP di urutan keempat
memperoleh 10 kursi (11,14%) dan PAN sebagai
partai baru atau partai dengan julukan partai
reformis mampu berada di urutan kelima dengan
perolehan suara 1.176.975 (6 kursi). Sedangkan
partai baru lainnya scperti PBB, PK, PKP, PNI
Massa Marhaen dan PNI Front Marhaenis masing-
masing memperoleh satu kursi dari sisa kursi yang
dihitung berdasarkan ranking snara terbanyak.

Sangat wajar jika hasil Pemilu 1999 kursi
DPRD didominasi PDIP dan kondisi tersebut
semakin menguatkan bahwa Jawa Tengah menjadi
lumbung atau basis kaum nasionalis sekalipun
dibayangi oleh parpol pendatang baru (PKB) yang
berada di posisi kedua, karena Jawa Tengah selain
menjadi basis nasionalis juga merupakan lumbung
parpol vang bealiran Islam. Suara Partai Golkar
jelas pecah dan banyak kadernya yang hengkang
ke parpol-parpol lain. Partai Golkar yang sudah
berkuasa selama 30 tahun-an harus puas berada di

posisi ketiga, posisi yvang cukup aman
dibandingkan suara PPP.

Tabel 2 berikut ini menggambarkan peta suara
dan perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah hasil
Pemilu 2004 yang merupakan pemilu beda karena
memakai sistem baru yaitu menggunakan dapil
untuk DPRD provinsi yaitu kabupetan/kota yang
bervariasi jumlahnya bergantung pada jumlah
penduduk dan masing-masing dapil mendapat
alokasi kursi antara 3-12 kursi DPRD provinsi
vang diperebutkan sebanyak 100 kursi.

Tabel 2
Perolehan Suara & Kursi DPRD Jateng
Pemilu 2004

PDIP (5.262.749 suara = 31 kursi) 29.83%

PG (2846.971 suara = 17 kursi) |
PKB (2.5085.263 suara = 15 kursi)
PPP (1.587.971 suara = 10 kursi)
PAN (1.336.477 suara = 10 kursi) |

PO (1,139,304 suara = 10 kurs)

PKS (858.283 suara = 7 kursi)

Tumber Da.faSeknnder, diolah, 2009

Hasil Pemilu 2004 menggambarkan jumlah
pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak
22.791.184 orang, pemilih yang menggunakan hak
pilihnya sebanyak 19.038.093 orang (83,53%) dan
jumlah suara sah 17.644.333 (92.68%),
menghasilkan 7 parpol dan 24 parpol pesera
pemilu yang berhak duduk di DPRD Jawa Tengah
vaitu PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN, Partai
Demokrat dan PKS.

Peta politik di Jawa Tengah masih terasa
merahnya sckalipun kursi PDIP menurun yaitu
hanya memperoleh 31 kursi (29.83%)
dibandingkan Pemilu 1999 (39 kursi) tetapi masih
letap berada di urutan pertama dengan persebaran
perolehan kursinya merata di 10 dapil
Menurunnya suara PDIP seiring dengan
menguatnya kembali pamor Partai Golkar hingga
memperoleh 17 kursi (16,14%) berada di posisi
kedua dibandingkan Pemilu 1999 (12 kursi)
dengan persebaran kursi di 10 dapil telah berhasil
menggeser posisi PKB. Turunnya suara PDIP juga
disebabkan menguatnya suara PAN yang kursinya
naik menjasi 10 kursi (7,57%) dibandingkan
Pemilu 1999 (6 kursi) berada di posisi kelima yang
tersebar di 9 dapil (kecuali dapil 2). Suara PDIP
vang menurun dapat pula disebabkan munculnya
partai pendatang baru yang sama sckali tidak
diperhitungkan yaitu Partai Demokrat di bawah
bayang-bayang Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) yang akhirnya terpilih menjadi Presiden RI
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ke-6. Partai Demokrat langsung memperoleh 10
kursi (6,46%) yang tersebar di 10 dapil berada di
posisi keecnam. Demikian pula dengan suara PKS,
dukungannya semakin menguat dari 1 Kursi di
Pemilu 1999 menjadi 7 kursi (4,86%) di Pemilu
2004 yang terscbar di 7 dapil (kecuali dapil 7.8 dan
10) berada di posisi ketujuh juga menjadi
penyebab menurunnya kursi PDIP. Sedangkan
perolehan kursi PKB menurun menjadi 15 kursi
(14,71%) yang tersebar di 9 dapil (kecuali dapil 4)
berada di posisi ketiga. Perolehan suara PPP juga
menurun - dibandingkan Pemilu 1999, namun
masihg tetap berada di posisi keempat dan jumlah
perolehan kursinya juga masih tetap 10 Kursi
(9,06%) yang tersebar di 8 dapil (kecuali dapil 4
dan5).

Peta perolehan snara dan kursi di DPRD Jawa
Tengah menjadi modal persyaratan parpol dalam
mengajukan pasangan calon gubernur (cagub) dan
calon wakil gubernur (cawagub) pada Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2008 yang
lalu, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2
Tahun 2008 Pasal 59 Ayat (2), bahwa parpol atau
gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan
calon apabila memenuhi persyaratan perolehan
sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD
atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu anggota DPRD di dacrah
bersangkutan (lihat Tabel 3).

Tabel 3.
Jumlah Suara Sah Parpol di DPRD Jateng yang
Berhak

Mengajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur pada Pilgub 2008

Pioete Grolicar 1 Sadems MM, Adegn |
Remgon wiara sobi ? BB 471 (1 ooy e

m:mmmlsmwﬁ.
B S

P Deronsst RIS kst |

2R PAN WS Tomai & A, Horoa Kot
ingan ira sob 1 SAT A7) (10 ko) £

e i

Sumber : Data sekunder, diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dijelaskan
bahwa ada tiga parpol yang dapat mengusung
cagub dan cawagub tanpa harus bergabung dengan
parpol lain, yaitu PDIP dengan 31 kursi (29,83%)
mengusung pasangan cagub Bibit Waluyo
(Mantan Pangdam IV Diponegoro) dan cawagub

Rustriningsih (Bupati Kebumen). Partai Golkar
dengan 17 kursi (16,14%) mengusung pasangan
cagub Bambang Sadono (Ketuia DPD Golkar
Jawa Tengah/Anggota DPR) dan cawagub M.
Adnan (Ketua PWNU Jawa Tengah) dan PKB
dengan menggunakan persyaratan 15 kursi bukan
perolehan suara sah (14,71%) mengusung
pasangan cagub Agus Soeyitno (Mantan Pangdam
IV Diponegoro) dan cawagub A. Kholik Arif
(Bupati Wonosobo). Sedangkan empat parpol
lainnya harus berkoalisi, yain Partai Demokral
dan PKS memakai syarat koalisi jumlah kursi (17
kursi) bukan jumlah koalisi perolchan suara sah
(11,32%). Persyaratan dalam pengajuan cagub dan
cawagub dari koalisi parpol tersebut, Partai
Demokrat mempunyai 10 kursi berkoalisi dengan
PKS yang mempunyai 7 kursi mengusung
pasangan cagub Sukawi Sutarip (Ketua DPD
Partai Demokrat Jawa Tengah/Walikota
Semarang) dan cawagub Sudharto (Anggota DPD
asal Jawa Tengah). Demikian pula PPP yang
mempunyai 10 kursi berkoalisi dengan PAN yang
mempunyai 10 kursi atau mempunyai perolehan
suara sah sebesar 16,63% mengusung pasangan
cagub M. Tamzil (Bupati Kudus) dan cawagub A.
Rozaq Rais (Ketua DPD PAN Jawa Tengah).

Pilgub 2008 dengan jumlah pemilih terdaftar
dalam DPT sebanyak 25.855.542 orang, jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak
15.116.390 orang (58,46%) dan jumlah suara sah
scbesar 14.007.042 dimenangkan pasangan Bibit
Waluyo dan Rustriningsih yang diusung oleh PDIP
dengan jumlah perolchan suara sah sebesar
6.084.261 (43,44%). Kemenangan PDIP pada
Pilgub 2008 semakin menguatkan pamor partai
berlambang banteng bermoncong putih itu
menguasai ajang pemilihan kepala dacrah dan
wakil kepala daerah (pilkada) di 18
kabupaten/kota dan 15 orang diantaranya
menjabat untuk kali kedua serta satu diantaranya
akhirnya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa
Tengah.

Tabel 4 berikut ini menggambarkan hasil peta
perolehan sunara dan kursi DPRD Jawa Tengah
hasil Pemilu 2009, yaitu terdiri dani 10 dapil untuk
DPRD provinsi dengan alokasi kursi antara 3-12
kursi dan jumlah kursi DPRD provinsi yang
diperebutkan sebanyak 100 kursi, dengan jumlah
pemilih yang terdaftar dalam DPT 26.190.629
orang, jumlah pemilih yang menggunakan hak
pilih 18.662.737 (71,26%) dan jumlah suara sah
scbesar 14.962.060. Penctapan calon terpilih hasil
Pemilu 2009 sesuai dengan keputusan MK yaitu
berdasarkan suara terbanyak.
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Tabel 4.

Perolehan Suara & Kursi DPRD Jateng Pemilu
2009
PORD (3435 306 awra = 20 harw]) ﬂ;
feasRanan LS —— % :
PG 1727 256 soaca = 11 burw) _ 1154%
PO ) — 7 s
PEL 1075378 sara = 10 huni) T R ‘
PAM [ 1004 289 wzern = 10 Muu) R

P BE ] Saars = 7 i) _ LI1% |

F. farnaes (00 555 so0rs « §bors) e
. Mans s (OEL51E soars = 4 hun) - 200% ‘

PO [2T452T s = L bl -

Sumber : Data sekunder, diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dijelaskan,
peta perolehan suara dan kursi hasil Pemilu 2009
untuk DPRD Jawa Tengah telah mengubah
konstelasi, yaitu terdapat 10 parpol yang berhasil
memperoleh kursi dari 44 parpol peserta pemilu
dengan komposisi 9 parpol lolos parliamentary
threshold (PT) dan ada satu parpol yang tidak lolos
PTyaitu PKNU.

Pamor PDIP mulai meredup sejak Pemilu
2004 karena perolchan suara terus menurun. Hasil
Pemilu 2009 hanya memperolech 23 Kkursi
(22,98%), menyebar di 10 dapil, berkurang 8 kursi
dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 16 Kursi
dibandingkan Pemilu 1999, tetapi masih tetap
berada di posisi pertama dan dukungan dari
pemilih masih cukup kuat, buktinya perolchan
suara Partai Demokrat naik dengan 16 Kursi
(15.74%) yang menycbar di 10 dapil berada di
posisi kedua terpaut 1.082.686 suara dengan PDIP.
Partai Demokrat berhasil menggeser kekuatan
Partai Golkar yang berada di posisi ketiga dengan
11 kursi (11,54%) menyebar di 10 dapil. Perolehan
kursi Partai Golkar menurun cukup tajam (6 kursi)
dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 1 kursi
dibandingkan hasil Pemilu 1999. Implikasinya.
Partai Golkar tidak dapat mengajukan sendiri
cagub dan cawagub pada Pilgub 2013. Perolehan
suara PKB turun di posisi keempat dengan
perolehan kursi sebanyak 9 (7.85%) turun 6 kursi
dibandingkan Pemilu 2004 dan turun 7 kursi pada
Pemilu 1999, menyebar di 8 dapil (kecuali dapil 4
dan 5). Turunnya dukungan pemilih ke PKB
karena adanya kepengurusan ganda dan
perpecahan di tubuh PKB yaitu antara kubu PKB
Gus Durdengan kubu PKB Muhaimin. Maknanya,
kekuatan PKB Muhaimin di Jawa Tengah masih
cukup kuat walaupun dalam kondisi perpecahan
dan di tengah-tengah lahirnya parpol baru yang
berhaluan Islam maupun yang beraliran
nasionalis. Sekalipun PKB berada di posisi

keempat tetapi perolehan kursinya lebih banyak
PKS yang mendapatkan 10 kursi (7,19%)
bertambah 3 kursi dibandingkan Pemilu 2004 dan
bertambah 9 kursi dibandingkan Pemilu 1999,
yvang menyebar di 10 dapil berada di posisi kelima.
Hal itu disebabkan PKB mempunyai sisa suara
tetapi tidak bisa mendapatkan tambahan kursi.
Sedangkan PAN pada Pemilu 2004 berada di posisi
kelima sckarang berada di posisi keenam tetapi
jumlah Kkursinya masih tetap 10 Kkursi yang
menyebar di 10 dapil berltambah 1 dapil
dibandingkan Pemilu 2004, yaitu di dapil 2 dan
lebih baik dibandingkan Pemilu 1999 yang hanya
memperoleh 6 kursi.

Selanjutnya PPP memperoleh 7 kursi (6,21%)
hanya menyebar di 6 dapil (kecuali dapil 4, 5, 7 dan
8). Posisi PPP berada di posisi ketujuh, turun 3
kursi dibandingkan Pemilu 1999 dan 2004 yang
berada di posisi keempat. Pemilu 2009 memberi
kesempatan kepada tiga parpol baru, yakni Partai
Gerindra yang berhasil memperoleh 9 kursi
(5,35%) tersebar di 9 dapil (kecuali dapil 9),
menduduki posisi kedelapan. Kemusian disusul
Partai Hanura dengan perolehan kursi sebanyak 4
(3.09%) tersebar di 4 dapil (dapil 2, 3, 5 dan 10)
berada di posisi kesembilan. Terakhir, PKNU yang
hanya memperoleh 1 kursi (1,83%), menang di
dapil 6 menempati posisi kesepuluh.

Hasil Pemilu 2009 dapat menggambarkan
peta kekuatan 10 parpol dalam Pilgub 2013
mendatang, hanya PDIP dan Partai Demokrat yang
bisa mengajukan cagub dan cawagub tanpa harus
berkoalisi dengan parpol lain karena sudah
memenuhi syarat memperoleh minimal 15 kursi di
DPRD, sedangkan 8 parpol lainnya harus saling
berkoalisi. Kemungkinan pada Pilgub 2013
maksimal akan ada lima pasang cagub dan
cawagub sama seperti Pilgub 2008. Jika tidak ada
figur cagub dan cawagub yang nilai
jualnya/popularitasnya tinggi maka akan
berpotensi dua putaran.

Berubahnya konstelasi politik di DPRD Jawa
Tengah pada Pemilu 2009, disebabkan munculnya
parpol-parpol bamu serta calon-calon individu
dengan aliran-aliran politik yang berbeda-beda,
dari yang beraliran keagamaan, beraliran sckuler
maupun beraliran campuran. Masyarakat pun
menyikapi berbagai parpol serta individu dengan
aliran politik mercka yang berlain-lainan itu
terutama untuk menjatuhkan pilihan, tentu
mempunyai preferensi sendiri-sendin. Preferensi
tersebut mungkin didasarkan pertimbangan
kesamaan agama, identifikasi kepartaian,
kalkulasi untung-rugi ataupun pertimbangan
lainnya (Aridan Tri, 2009: 26).
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Peta snara DPRD Jawa Tengah dari pemilu ke
pemilu vaitu Pemilu 1999, 2004 dan 2009 masih
didominasi oleh PDIP, artinva PDIP masih
sanggup memerahkan dan menjadikan Jawa
Tengah menjadi lumbung subur seolah sulit
ditembus oleh Partai Demokrat yang semakin
agresif. Sementara itu pamor Partai Golkar
melemah, gejalanya dilihat dari perolehan
suaranya turun, naik, turun dalam tiga kali pemilu.
Adapun dominasi PKB di Jawa Tengah semakin
tergerus selama pamornya juga mulai meredup di
Pemilu 2009, Posisi PAN yang mempu menjaga
suaranya mencmpatkan PAN scbagai parpol papan
tengah. Birunya Partai Demokrat mampu melukis
peta suara Jawa Tengah menyaingi birunya PAN,
Golkar dan PKB, tetapi masih jauh di bawah PDIP.
Demikian pula dengan PKS perolehan suaranya
menunjukkan arah yang cukup signifikan dalam
tiga kali pemilu tetapi masih termasuk dalam
parpol papan menengah. Pemilu 2009 konstelasi
politik di DPRD Jawa Tengah berubah dengan
masuknya tiga parpol baru yaitu Partai Gerindra
dan Partai Hanura scrta satu-satunya parpol yang
tidak lolos parliamentary threshold yaitn PKNU.

Hasil Pemilu 1999, 2004 dan 2009 di Jawa
Tengah menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih
merupakan basis yang kuat bagi parpol yang
beraliran nasionalis tetapi tidak menutup
kemungkinan juga bagi parpol yang berhaluan
Islam. Ke depan, peta perolehan suara dan kursi di
Jawa Tengah bisa dijadikan pijakan untuk
mempersiapkan strategi Pilgub 2013 dan Pemilu
2014 mendatang agar lebih siap dan lebih baik.
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